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ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam
sistem tanggung renteng sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap debitur agar hak-haknya terpenuhi. Mengikuti perkembangan
dari ekonomi yang modern membuat kebutuhan hidup manusia meningkat,
persaingan antara para pelaku usaha menjadi sangat sengit dan tidak sedikit para
pelaku usaha berambisi untuk meningkatkan usahanya dengan cara meminjam
modal usaha. Bentuk kerugian yang dialami debitur yang menanggung kewajiban
pada perjanjian pembiayaan perkumpulan dengan sistem tanggung renteng ialah
apabila salah satu debitur melakukan wanprestasi. Sehingga debiitur yang
menanggung kewajiban merasa dirugikan akibat debitur lain. Hal ini terjadi di PT
MBK dimana ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi. Kewajiban
kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya
jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang
lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Dengan terjadinya
wanprestasi tersebut berpengaruh juga pada anggota kelompoknya yakni tentang
ketidaklancaran proses pencairan kredit. Debitur yang menanggung pun tidak
mendapatkan uang penggantinya atas debitur yang melakukan wanprestasi. Dari
latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan membahas bagimana
perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung kewajiban dalam
perjanjian pembiayaan kumpulan dengan sistem tanggung renteng pada PT Mitra
Bisnis Keluarga Ventura dan bentuk upaya hukum terhadap debitur

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
mencari data langsung ke lapangan di Lokasi penelitian ini adalah kelompok
perjanjian kredit PT MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning 1V Minomartani
Ngaglik Sleman melalui cara pengumpulan data dan wawancara dengan pihak
terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan
hukum, teori perjanjian, dan teori tanggung renteng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitur dalam menjalankan sistem
tanggung renteng juga merupakan jaminan perorangan, debitur yang melakukan
wanprestasi tidak sesuai dan ‘melanggar peraturan Pasal 1839 KUHPerdata.
Praktek. perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban yaitu
perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdata yang dilakukan belum
maksimal dalam tugasnya untuk melindungi debitur.yang menanggung kewajiban
sehingga ketidakadilan pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban
dengan debitur yang melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh
debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung renteng ialah
mengadakan musyawarah anggota kelompok, melakukan penagihan secara
langsung dan melaporkan ke aparat desa setempat dengan tujuan agar
mendapatkan ganti rugi dari debitur yang melakukan wansprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Tanggung Renteng



ABSTRACT

Legal Protection for debtors is very important because their right as
debtors who have obligation in joint and several liability systems would be
fulfilled. Following the development of modern economy makes the human need
increases, the fierce competition between business actors happens, and many of
them have ambition to increase their business by borrowing capital. The form of
the loss which experienced by debtors who have obligation for joint and several
liability systems is if one of the debtors do default of contract so the other debtors
get the effect of this. This happened at PT MBK where there was a debtor who
defaulted. The group's obligation is to pay the debtor's performance, but due to the
large number of installments, the group members object because other members
also have to pay their loan installments. The occurrence of such defaults also
affects the members of the group, namely the inability of the credit disbursement
process. The debtor who bears it does not get the compensation for the debtor who
defaultedTherefore, this research discuss about how is the legal protection for
those who have obligation in financial debt agreement using joint and several
liability systems in PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

This research is (field research) in which the researcher search and collect
the data directly by interviewing the part of business actors as data collection
technique in PT MBK Venture group exactly in Plosokuning IV village,
Minomartani, Ngaglik, Sleman. In this research, the researcher also uses Legal
protection, agreement, joints and liability system as the theory of the research.

The result of the research shows that the debtors who use joint and liability
system agreement have individual assurance, debtors who do inappropriate default
of contract and against 1839 Indonesian Civil Code article’s. The practice of legal
protection for debtors who have obligation is the protection through 1839
Indonesian Civil Code article’s, actually is not maximally work in protecting the
debtors so the practice of injustice happens between the debtors who have
obligation and the debtors'who do default of contract. Legal efforts carried out by
debtors who bear the obligations in the joint responsibility-system are to hold
group members' meetings, collect directly-and report to-local village officials with
the aim of obtaining compensation from debtors who conduct defaults.

Keywords:-Legal protection, Debtors, Joint and liability sytsem
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang
bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi pemerintah
maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan
dana dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kegitan pembangunan nasional ini
tentu pemerintah telah merancang berbagai program untuk merealisasikanya.
Salah satunya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Program pemerintah ini dimulai dengan memberikan bantuan modal terhadap

usaha mikro kecil menegah yang ada.

Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) sangatlah memiliki andil dalam
pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan ‘adanya UMKM yang
terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha,
Mikro, Kecil, Menegah Yang Berbunyi, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka
membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

berkeadilan".!

'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menegah, Pasal 3



Pendirian UMKM tentunya dibarengi juga dengan ketersedian modal yang
cukup dan keahlian dan ketrampilan untuk mengolahnya. Untuk mengatasi
ketersedian modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga
keuangan dengan bunga yang besar. Peminjaman modal usaha dengan bunga
yang besar tentu memiliki resiko kerugian yang besar pula, untuk mengatasi hal
tersebut lembaga keuangan seringkali memberikan jenis-jenis sistem dalam
memberikan peminjaman agar peminjam modal usaha tersebut tidak mengalami
kerugian yang besar. Tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan
resiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan tanggung jawab pada

seluruh kelompok secara proposional.?

Tanggung renteng merupakan jenis hukum perikatan dan diatur dalam
buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat
KUHPerdata) Pasal 1278 yang berbunyi "Suatu perikatan tanggung-menanggung
atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti
persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan Seluruh utang, sedangkan pembayaran_yang dilakukan kepada salah
seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut

sifatnya dapat dipecah dan dibagi/antara para kreditur tadi."*®

Tanggung renteng
dapat diartikan sebagai perikatan dengan sistem tanggung jawab bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung renteng merupakan biaya

2Jhonny Mulyadi, Sistem Perwencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem
Pelipatgandaan Kinerja, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), him. 35.

3Pasal 1278 buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)



yang harus dibayarkan dengan cara menanggung secara bersama-sama. Tanggung
renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan
ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati
janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian.* Sistem tanggung
renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara
merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep
kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang
dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah
untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh
tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang
harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka
pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.® tanggung
renteng ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah melakukan penyaluran dana
kepada masyarakat yang membutuhkan vyaitu dengan cara mengeluarkan
pembiayaan ‘dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama sekelompok
tersebut.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, pada kenyataannya juga
terdapat permasalahan, antara lain adalah anggota peminjam (debitur utama)
melakukan wanprestasi angsuran pinjaman, sehingga debitur serta atau yang

disebut pula debitur tanggung renteng yaitu seluruh anggota kelompok

* Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/), diakses
pada 15/11/2018

® Alam, Perekonomian Masyarakat, (Yogyakarta: Ari Offset, 2007), him.35.



berkewajiban untuk membayar angsuran debitur. Proses tanggung renteng ini
mempunyai dampak bagi kelancaran kegiatan pemanfaatan jasa pinjaman kredit
dalam kelompok tersebut. ketika debitur serta tidak dapat sepenuhnya memenuhi
pembayaran angsuran dari debitur utama dikarenakan kurangnya dana dari
spontanitas anggota karena jumlah angsuran yang akan ditanggung terlalu banyak.

Seperti yang terjadi pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, PT. Mitra
Bisnis Keluarga Ventura (MBK) adalah Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MBK menyediakan modal kerja yang
ditujukan kepada perempuan dari keluarga berpendapatan rendah di pulau Jawa,
dengan tujuan memberikan mereka akses kepada layanan keuangan formal. Kasus
yang terjadi adalah seorang mempunyai pinjaman dengan sistem tanggung renteng
yang total angsuran tiap bulan adalah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh
empat ribu rupiah), debitur tersebut dalam masa kredithya mengalami kerugian
pada usaha yang ia miliki sehingga tidak dapat membayar angsuran. Kewajiban
kelompok adalah membayarkan prestasi debitur, namun dikarenakan banyaknya
jumlah angsuran, anggota kelompok merasa keberatan dikarenakan anggota yang
lain juga harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Dengan terjadinya
wanprestasi tersebut berpengaruh juga pada anggota kelompoknya yakni tentang
ketidaklancaran proses pencairan kredit. Sehingga sangat merugikan bagi
kelompok yang lain.®

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan hukum di atas, untuk itu

penyusun merasa perlu meneliti mengenai penanggungan atau sistem tanggung

® Hasil wawancara dengan ibu Musrifah, ketua anggota kelompok Pembiayaan Kumpulan
Minomartani PT MBK pada jam 09.45. tanggal 12/12/2018.



renteng, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang
Menanggung Kewajiban Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem

Tanggung Renteng Pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terfokusnya tema

pembahasan, maka penyusun rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kredit macet dari perjanjian
tanggung renteng pada kelompok Pembiayaan Kumpulan Minomartani PT
MBK Ventura?

2. Apakah upaya hukum vyang dapat ditempuh  debitur penanggung
kewajiban dalam perjanjian pembiayaan kumpulan dengan sistem

tanggung renteng pada PT MBK Ventura?

C. Tujuandan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari- penelitian adalah untuk memberikan pengetahuan kepada
pelaku kegiatan ekonomi yang milineal ini dalam bertindak dan bertransaksi
agar lebih merasa nyaman. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung

kewajiban dalam perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng.



b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum
perdata yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang mengunakan sistem

tanggung renteng.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan
mampu memberikan manfaat besar, dari segi teoritis (akademis) maupun

praktis berupa:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam
mengembangkan IImu Hukum umumnya dan pada khususnya Hukum

Perdata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan bagi pelaku
usaha ekonomi dalam melakukan peminjaman modal usaha dalam perjanjian

kredit yang mengunakan sistem tanggung renteng.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berfungsi untuk melihat perbedaan, pembaharuan, dan
untuk melihat garansi atau apresiasi terhadap tulisan yang terdahulu telah ada.

Selain itu juga berfungsi untuk melengkapi dan membuktikan originalitas dari



penelitian ini, berikut beberapa uraian penelitian yang memiliki kemiripan tema

dengan penelitian yang penyusun lakukan

Pertama, skripsi Pipit Novianti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi
Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem
Tanggung Renteng Pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur ”, penelitian
ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang mana
dalam peminjaman atas koperasi tersebut bermasalah. Dalam koperasi tersebut
menggunakan sistem tanggung renteng. penelitian ini membahas tentang bentuk
perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas peminjaman bermasalah yang
menggunakan sistem tanggung renteng dan menjelaskan pula bagaimana bentuk
penyelesainannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun
adalah bahwa pada penelitian ini lebih kepada perlindungan hukum dan upaya
penyelesaian peminjaman bermasalah yang mengunakan sistem tanggung renteng
di suatu koperasi yang ada di Jawa Timur yakni KWSU Setia Budi Wanita,
sementara pada penelitian yang akan disusun lebih menintik beratkan pada
perlindungan hukum terhadap debitur yang menanggung. kewajiban dalam
perjanjian Kredit yang “menggunkan® sistem “tanggung renteng. Sedangkan
persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai perlindungan
hukum bagi peminjaman yang bermasalah dalam sistem tanggung renteng.’

Kedua, skripsi Giska Matahari Gegana dengan judul, "Penerapan Prinsip

Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap

7 Pipit Novianti, 2015,“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas

PinjamanBermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU “Setia Budi
Wanita” Jawa Timur ”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.



Perjanjian Kredit Sindikasi”, penelitian ini membahas mengenai akibat hukum
apabila terjadi wanprestasti oleh kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi dalam
hal dikenalnya prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian. Didalam kredit
sindikasi terdapat perjanjian kredit sindikasi itu sendiri dan sistem tanggung
menanggung yang dikenal dalam kredit. penelitian ini juga membahas tentang
analisis terhadap kasus terhadap wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah bahwa pada
penelitian ini lebih kepada bentuk perjanjian kredit sindikasi yang didalamnya
menggunakan sistem tanggung renteng, sementara pada penelitian yang akan
disusun lebih menintik beratkan pada debitur yang menanggung kewajiban dalam
perjanjian kredit yang menggunkan sistem tanggung renteng. Sedangkan
persaman dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai perjanjian
kredit yang bermasalah dalam sistem tanggung renteng. ®

Ketiga, skripsi dari Jumrotul kamilin yang berjudul, "Peneraan Sisitem
Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi
Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi
Wanita Malang)" penelitian ini membahas tentang penggunaan sistem tanggung
renteng yang dirasa sangat cocok diterapakan di koperasi. dalam hal ini sesui
dengan asas kekeluargaan, solidartas, gotong royong serta kepercayan penuh antar
anggota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah
bahwa pada penelitian ini mengkaji tentang manafaat penerapan sistem tanggung

renteng jika diterpakan di koperasi, sementara pada penelitian yang akan disusun

8Giska Matahari Gegana, 2011,"Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam  Hal
Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit  Sindikasi",Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.



lebih menintik beratkan pada pelindungan hukum terhadap debitur yang
menanggung kewajiban dalam perjanjian kredit yang mengunkan sistem tanggung
renteng. Sedangkan persaman dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji

mengenai sistem tanggung renteng . °

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan hukum

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan
hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu
ketentuan. hukum._dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat
yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur
hubungan prilaku-antara anggota-anggota masyarakat dan‘antara perseorangan

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.™

 Jumrotul Kamilin ,2015, Peneraan Sisitem Tanggung Renteng Sebagai Upaya
Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus
Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang), Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

19 satjipto Raharjo, lmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), him.54.



Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang di berikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga
prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum
kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.™

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak
persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya
dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-
pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni
Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum
agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan
juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.*?

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian
meragukan keberadaan hukum. Hukum harus.memberikan perlindungan terhadap
semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap -orang memiliki
kedudukan ‘yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib
menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak
langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

% Ibid hlm. 55.

2 sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009),
him.38.
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2. Tanggung Renteng

Tanggung renteng merupakan salah satu jenis peikatan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia tanggung renteng berasal dari kata tanggung dan renteng.
tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar
utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, sedangkan kata
pengkreditan tanggung renteng berarti tanggung jawab bersama antara penjamin
dengan penjaminya atas utang yang dibuat.™

Sistem tanggung renteng dapat dilihat dari beberapa asas yaitu:

a. Asas konsesualisme, yakni perjanjian yang sudah sah apabila sudah adanya
kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak
diperlukan formalitas

b. Asas kebebasan berkontrak yakni -memberikan kebebasan terhadap
masyarakat dalam berkontrak baik berisi apa saja asal tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas kebolehan merupakan asas ketaatan pada perjanjian

d. Asas keadilan, hak dan kewajian yang sama dihadapan hukum.

3. Upaya Hukum

Dalam’ wundang-undang diupayakan seadil-adil = mungkin  dalam
pembuatannya dan juga penerapan undang-undang tersebut. Dan juga tidak di
kesampingkan hak dari pada terpidana. Ini jelas terlihat dari kesempatan yang

diberikan undang-undang dalam berbagai tingkatan. Misalnya saja seseorang yang

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://kamusbahasaindonesia.org/ ), Diakses Pada Jam
20.23. Tanggal 1/12/2018.
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tidak puas dengan keputusan pengadilan maka dia mempunyai hak untuk
mengajukan kembali ketidaksetujuannya itu kepada pengadilan tinggi.

Yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau
badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk
memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara
yang ditetapkan dalam undang-undang. 4

masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat
mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang
melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian
terhadap orang lain. Dengan hukum perdata diharapkan tercipta ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan
Dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai
makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan-Yang Maha Esa ini sangatluas dan penting, karena tidak
hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi
tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara
spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa

Seperti dalam Asas Peradilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan

¥ http://vanylucas92.blogspot.com/2013/02/upaya-hukum.html diakses jam 16.53 tanggal
10/05/20109.
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Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang digunakan sebagai kata pembuka dalam setiap
putusan pengadilan yang kata awal nya berbunyi “Demi Keadilan” maka sudah
jelas tujuan utama hukum itu untuk keadilan. Sejalan dengan itu menurut
Augustine yang dikutip oleh Thomas Aquinas berkata bahwa Lex Iniusta Non Est
Lex yang pada intinya berkata bahwa hukum yang tidak adil itu bukan hukum,jadi

hukum itu harus adil.

F. Metode Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk mengenal atau mendapatkan pandangan baru
tentang suatu gejala, yang seringkali mampu untuk merumuskan masalah
penelitian dengan lebih tepat atau dapat merumuskan hipotesis penelitian yang
selanjutnya diuji dalam penelitian lebih lanjut. Agar penelitian ini bejalan
maksimal dan lebih terarah tentu dapat dipertangunggjawabkan secara ilmiah,
maka penelitian ini didukung dengan metode tertentu. Metode yang digunakan

dalam penelitian int-adalah:

1. Jenis'penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan
(field rescarch), yaitu penyususn melakukan penelitian berdasarkan obyek

penelitian atau lapangan.

2. Sifat dan pendekatan

13



Penelitian ini mengunakan metode yuridis-empiris yaitu pelaksanaan
ketentuan perundang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan apa Yyang
tercantum didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari
penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data

primer yang diperoleh dari lapangan.

3. Populasi dan sampel

Merupakan keseluruhan subjek yang diteliti, dengan teknik wawancara.
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penyelesaian
pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng. Sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus dan Penanggung Jawab Kelompok

yang bermasalah.

4. Sumber data

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data primer
Data primer yang digunakan adalah data yang ada dilapangan, dimana data
tersebut merupakan keterangan para pihak yang bersangkutan yang didapat
melalui hasil wawancara dan observasi.

b. Sumber data sekunder

14



Data yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi.'®> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan seperti
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut, buku-
buku yang berhubungan dengan penelitian ini, Jurnal, Skripsi, dan Karya

Ilimiah yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kelompok perjanjian pembiayaan kumpulan PT

MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning 1V Minomartani Ngaglik Sleman.

6. Penetuan narasumber

Penyusun menentukan narasumber yakni ketua kelompok perjanjian kredit PT
MBK Ventura di daerah Desa Plosokuning IV Minomartani Ngaglik Sleman

dalam penelitian ini dengan cara mewawancarai.

7. Teknik pengumpulan data

a. Obesrvasi : metode penelitian dengan-mengunakan pengamatan yang dicatat
dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang  diselidiki. Penulis
melakukan pengamatan langsung.

b. Wawancara : sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang
pertanyanya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek

penelitian untuk dijawab. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh

15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006), him. 141.

15



peneliti yakni dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber
informasi.
c. Dokumentasi: pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data

tersebut berupa arsip foto serta hal lain yang mendukung

8. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan
metode atau pendekatan kualitatif. Tujuan dari analisis data tersebut untuk
meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara

problem penelitian dapat dipelajari dan diuji*®

G. Sistematika penulisan

Guna mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian, maka
penyusun membuat sub bab, dalam bab yang satu dengan yang lain saling terkait
satu sama lain sehingga membentuk satu rangkain pembahasan dalam setiap sub

bab yang dicantumkan. Maka dari itu sub bab tersebut meliputi :

BAB 1 berisi mengenai pendahuluan, yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang akan

dilakukan penyusun.

6 Moh. Kahsiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN Maliki Press, 2010), him. 120.

16



BAB Il membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, upaya
hukum, perikatan dan sistem tanggung renteng.

BAB Il membahas terkait dengan gamabaran umum PT MBK dan

mekanisme sistem tanggung renteng pada PT MBK

BAB IV di dalam bab ini peneliti menyusun memaparkan hasil
penelitian yang ada Pembiayaan kumpulan di PT MBK dengan menganalisis
data-data yang didapat dan mengkorelasikan dengan literatur yang terkait

dengan tema penelitian.

BAB V merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari

hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perlindungan hukum bagi debitur yang menanggung kewajiban
yaitu perlindungan hukum melalui Pasal 1839 KUHPerdata yang
menegaskan bahwa “si penanggung yang telah membayar, dapat
menuntutnya kembali dari si debitur yang melakukan wansprestasi, baik
penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si
debitur" yang dilakukan belum maksimal dalam tugasnya untuk
melindungi debitur yang menanggung kewajiban sehingga ketidakadilan
pun terjadi antara debitur yang menanggung kewajiban dengan debitur
yang melakukan wanprestasi.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur yang menanggung kewajiban
dalam sistem tanggung renteng ialah meminta ganti rugi debitur yang
melakukan ~ wansprestasi  dan _mengeluarkannya _dari keanggotaan
perkumpulan pembiayaan kelompok. "Upaya yang ditempuh debitur yakni
mengadakan musyawarah dengananggota kelompok ‘termasuk anggota
yang melakukan wansprestasi, melakukan penagihan secara langsung ke
anggota yang melakukan wansprestasi dan melaporkan ke aparat desa
setempat. Akan tetapi hingga pengembalian ganti rugi tersebut tidak

diberikan.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun
dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada PT. MBK seharusnya memebrikan pembekalan yang lebih kepada
para anggota kelompok agar tidak terjadi wanprestasi oleh anggota
kelompok. Sehingga anggota kelompok yang lain tidaklah dirugikan
karena akibat wansprestasi yang dilakukan oleh salah satu anggota
kelompok dan seharusnya PT. MBK haruslah memberikan pemahaman
yang lebih terkait sistem tanggung renteng sehingga para anggota
kelompok lebih mengetahui aturan-aturan tentang tanggung renteng.

2. Kepada debitur yang menanggung kewajiban dalam sistem tanggung
renteng seharunya lebih berhati-hati dalam melakukan penanggungan.
Dalam hal ini jaminan perorangan dan seharusnya para debitur dalam
sistem tanggung renteng memahami aturan-aturan baik dari pihak kreditur
maupun peraturan pemerintah. dalam hal ini KUHPerdata.

3. Kepada pemerintah sebaiknya lebih. memperhatikan perlindungan terhadap
debitur. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat
terhadap  kreditur, dan dalam <sistem tanggung /‘renteng seharunya
pemerintah membuat peraturan yang jelas menganai sistem tanggung
renteng, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak

kreditur maupun debitur.
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ATURAN MBK

DEMBIAYAAN SENDIRI DAN PEMBIA YAAN LAIN TERMASUK PEMERINTAH (LINGKARI SALAH SATU)
Nama lembaga / .. Pengguna Pembiayaan Saldo Angsu;‘an/ Angsu}an i
Bank keliling 1 Alingkari sala!x satu) Awal Pembiayaan minggu bulan

! 1PN Nesgbah / Suami / Berdua 3-000 J- 16 32

2 Nasabah / Suami / Berdua ry:

3 Nasabah / Suami / Berdua

4 Nasabah / Suami / Berdua
Jumlah | 3000 3-c¥¥ . IS < 312

Catatan:

1. * Mohoa isi: Modal Sendiri Nasabah : Rp._2¢p  .000 Modal Suami : Rp., T 030  ModalBerdua:Rp. _ — 000
2. Jika memiliki lebih dari 2 Pembiayaan selain MBK dari Lerabaga Swusta atau Pemerintah S sjenis (sistem kumpul ftanggung renteng dan tanpa

Jjaminan): Pemohon tidak layak!
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KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN & SOSIAL
Saya akan menghindari kegiatan usaha yang dilarang oleh MBK serta mematuhi seluruh ketentuan (Undang-Undang & Peraturan)

{ tentang perlindungan lingkungan dan sosial vang berlaku,
KESEPAXATAN ANTARA NASABAH DAN MBK __ PERNYATAAN & PENEGASAN NASABAE

Nasabah bersedia patuh dan (aal mengikug seluruh peral yang (1. Pembagian hasil usaha Nasabah dan MBK adalah 75% : 25% {Setara

berlaku di MBK dan akan selalu: dengan 20% flat per tahun atau 1,67% flat/bln)

- Hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan o 2. Efektif/thn : 25mg = 40,43%; S0mg = 42,73%; 80mg = 42,50% termasuk

- Membayar angsuran setiap pertemuan kumpulan ¢ “grace period” 2 minggu
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dan tidak untuk Nasabak lain. atau orang lain (Jold) kelompok sava

. Tidak memiliki lebih dari 3 pembiayaan, termasuk MBK l4. Nasabah boleh melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu selesai tanpa

- Tanggung jawab bersama 2pabila ada Nasabah yang mc’langgar dikcnakan penalty,
aturan MBK 5. Apabila nasabah menginginkan pencairan mulaj minggu ke-435 sampai ke-

6. Melakukan pergantian ketua kelompok dan ketua kumpalan 49 akan dikenakan penalty maksimum 10% daci bagi hasil yang

sstehun sekali, sstiap aval bulas April diictapkan | i

Bila Nasabah sengaja tidak membayar pembiayaan dari MBK, MBK [6. Saya mengerti bahwa MBK sudah mendaftarkan sgyz untuk asuransi jiwa

akan mengambil tindakan hukum dan melaporkan ke aparat desa | di Perusahaan Allianz (Premi dibayar oleh MBK)

(RT/RW/Kepala Desa) 7. Kartu Angsuran yang telah diparaf olch Petugas MBK merupakan satu-

Saya mengakui bahwa hutang adalah tanggung jawab saya dan | satunya bukti pembayaran angsuran yang sah

| tidak bisa dialibkan ke pibak lain.tanpa persetujean MBK dan saya' (6. Selain MBK, saya tidak memiliki lebih dari 2 Pembiayaan dari lembaga
tidak akan memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk | sejenis - sistem kumpulan/tanggung renteng dan tanpa jaminan (Angsuran
mewakili saya dalam penyelesaian kewajiban bila terjadi | mingguan, dua-mingguan atau bulanan)
permasalahan pembayaran atau tentang aturan MBK tersebut
diatas. Apabila di kemudian hari ditemukan, maka surat kuasa Apabila Pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia
kepada pibak ketiga tersebut dianggap tidak sah dan batal dengan | mengembalikan sisa pembiayaan sckaligus pada saat di-instruksikan
sendirinya. oleh petugas MBK
Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan | Tanda Tangan Nasabah :
melalui Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura
Indonesia (BMPPVI).

———
|

il
Ya Wwln -

[ -

(VN

_MBK werdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Kevangan (OJK) ]
2
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